
 

 

 

 

BUPATI  BULELENG 

PROVINSI BALI 

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG 

NOMOR 800 / 1289 /HK/2019 

TENTANG 

ANALISIS BEBAN KERJA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 

BUPATI BULELENG, 
 
Menimbang  :   a.  bahwa     dengan    diberlakukannya      Peraturan    

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 

tentang Nomenklatur  Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka  

Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/826/HK/2018 

tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buleleng perlu dilakukan penyesuaian; 

 

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana di maksud 

pada huruf a, perlu menetapkan  Keputusan Bupati   

Buleleng     tentang     Analisis    Beban Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buleleng; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

     3. Undang–Undang    Nomor   23   Tahun     2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 

Negeri Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 

Negeri Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 



8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2010 Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng 

Tahun 2016 Nomor 13); 

10. Peraturan   Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2016 Nomor 74), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Inspektorat dan Staf Ahli (Berita Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 25); 

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Daerah  (Berita Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2016 Nomor 75), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 

Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor  75 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng 

Tahun 2018 Nomor 81); 

12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2016 Nomor 76), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor  76 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 



serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2019 Nomor 38); 

13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng 

Tahun 2016 Nomor 77); 

 

Memperhatikan :  Hasil rapat  Tim   Penataan   dan  Evaluasi Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buleleng tanggal 14 Oktober 2019. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

 

KESATU : Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten 

Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 

KEDUA : Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung 

beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi 

dan efektifitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan 

kapasitas organisasi yang professional, transparan, 

proporsional dan rasional; 

 

KETIGA :  Analisis   Beban Kerja  sebagaimana dimaksud pada diktum  

KESATU dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam 

Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah; 

 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;  

 

KELIMA        :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pada saat  Keputusan  Bupati ini mulai berlaku,  maka  

Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/826/HK/2018 

tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



 

Ditetapkan di Singaraja  

pada tanggal   31 Desember 2019                     

BUPATI BULELENG, 

 

 

 

 

 

PUTU AGUS SURADNYANA 

 

Keputusan ini disampaikan kepada : 
Yth :  1. Menteri Dalam Negeri 

C.q. Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri di Jakarta; 
2. Menteri    Pendayagunaan  Aparatur Negara    dan Reformasi  
    Birokrasi  di Jakarta; 
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 
4. Gubernur Bali 

      Cq. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Denpasar; 
      5. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah  
          Kabupaten Buleleng; 

     6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Buleleng; 
          7. Para Camat se  Kabupaten Buleleng; dan 
     8. Arsip. 
 
 


